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Abstrak

Tuntutan masyarakat agar penyidik Polr hami b 2 Inkukan tindakan b

pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan berdasarkan prinsip demi fkan keadilan (Pro
dustitisia), hal ini menspakan wwjud mngkaien tindaksn hukum dalim sistem peradilan pidana
(eriminal fustice gystem). Peryidik Polri sebagai penegak hukum agar tidak terjadi keraguan dalam
mengambil tndakan diberi kewenangan yang bersifar persomal, berdasarkan  Undang-Undang
Nomar 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pazal 7 Ayar (1) burir j dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Negars vang distur dalam Pasal 16 ayat (1) butir | dan Pasal 18, “dapat
mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat terenm”, vang disebut dengan diskresi Polr.

Dalam melaksanokan nigas dan & sant ini, dengan berkembangnya lingkungan
strategis funtutan masyirska j estoranive fustice scbagai suaty solusi memenuhi rass
keadilan masyarakat, penvidik Polri hnrus realistis mengkaitcan tindakan diskresi dengan
restorative fustice. Secara & I R ive Justice merupakan suatm model pendekatan dalam
upaya penyclesaian perkara pndana yang menitikberatkan pada adanya partisi ].nnpung pelaku,
korban dan masyarakat delum proses penyelesai pelian pidana. PHB melalui basic principles
menilai bahwa pendek Justice ik vang dapat dipakal dalam

sisterm pendllxu pidana yang rasional. Di lndonesia ['cﬂy]&llk Polri terkait pola restararive justice
hanya melaksanakan kewenangannyy terkail tindak pidana Anak berdasarkan Undang-undang No. 3
'l‘uhm 1997 tentang Peradilan Ak, Dilain pihak, tindak pidana yang bersifat umum dimungkinkan
penyelesaian sccarn restoralif, Meode Penelitin. Penelition ini merupakan studi kasus &i Mesuji
den kasus Makam Mbah Priok, Tanjung Priok, Takarts Utara, berupa penelitian yang bersifat
deskriptif analitis, Berk dengan han masalah, penelitiin dilokukan melalui dua
metode pendekatan, yakni pendekatan 3 yaridis normatif dan yieridis sosiologiv. Masalah dalam
penelitinn ini, (a) Bagaimanakah konscp diskresi Polr terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan
restorarive fustice ? {b) Mengapa perlu diskresi Polri terhadap pelaku findak pidana berdasarkan
restorative fustice " (c) Begaimanakih strawegl diskresi Polni terhadap pelaku tindak pidana
berdasarkan restarative justice?. Hasil pznehmm yang dupat d&m‘pullml Iu.hwn (I] Konsep

diskresi Polri terhadap tindak pidana berd Justice d lakuk
perubshan paradigma reformasi Polri serta kumcp diskresi Polri yang dmolwu& (b) Pertunya
diskresi Polri Luhndnp tindak pidans berd fve fustice di kon tidak ade dasar
hukum vang melegitimasi tindukan hukum diskresi melalol pendekatan
Justice, meskip berik bagi keadilan masyarakat, dianteranya
dengan penang: konflik kejat pencay fujuan restoratif, pmg:mbuugm moral dan
kekustan masyarakat serta adanya peran kat, (¢} Untuk P yang efektif

dan fm:gswul dolam masyaraket, maka dilakukan strategi diskresi Polsi dengan menggunakan
prinsip pemulihan dan bukan penghukuman. Steategi dengan menggunakan pnn:np mendehulukan
pmuh!um dun panalnhan sanksi bersifat memulilikan dan menjauhi sanksi pemenjaran. Untuk hal

h terjadinya peny dalam melaksanakan diksresi Polri berdasarkan
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restarative fuxiice perhy upaya peng: ksimnl dalam i
Kata Kunei : Restorative Justice
Abstract
Public demands thar police i i { the wuharity in taking action against

perpetrators of criminal acts in i prm.u aof invesigation based on the principie of justice (Pro
Justitisia), this s a form of a seriex of legal proceedings in the criminal justice system. Police
investigatars, (o fake action are given the authority thar ave personal, baved an Law No, & af 1981
o Crintinal Procedvre Code Ariicle 7 Paragraph (1) point  ad Law No. 2 of 2002 an State Pulice
set out in Arilele 16 pumgmpn (1) poaine I and Article 18, that authorizes “may take other action”,
with “cerfain conditions”, w.hldr reforred o the ﬂ'fnn'nrm af the police. The related awthoriy with
public demand embody i of strafegic 1 ive fustive, as o solution to
meet the needs of the mrmwmu s sense of fustice, Police :m\e.sfwan need to be realistic to lnk
the aet of di with ive justice. Cr fve Justice iy a model of
approach in solving crh"fnaf cases, which focuses on the dirvct pmrm.k_wiun af the affender, victin
and commmnity, in o criminal case settfement process. UN referred to basic principles that have
Been ontlined fn it ix comyideved that the approgch of restovative justice is an approach that can be
wsed in a rational crimingl justice systene. In Indunesic Police Investigarors linked pattern of
restorative fustlee only exercise ity powers related criminal offense Childres wnider Lew No. 3 Year
1997 on Juvenile Justice. On the other hand, the eriminal act of a general nityre made possible the
coompletion of the resioration. The method resvarch, This research is a cave study i Meswil and
Mbah Priok case, Tanfung Priok, North Jakarta It was a descripiive analytical sidy. Asvociated
with prahlem solving, the research carried ont by two methods approaches, mamely. ormative
Jjuridicel and soclolagical juridical. The Problem in this research {a} How does the concept of
pollee diseretion agains eriminals based rextorative fustice? (b) Why should need the diseretion of
the police aguins criminals hased restorative fustice? (c) How police discrefion sivategy against
criminaly buased restorative fustice?. Outcomes resesrch thiy fs ean was foumd  that ()
Traubleshooting this dissertution, it was conclided that the concept of police discretion of the
affenses based restorative fustive paradign mclude making changes 10 police veform and
democratic polictug concepts discretion, (h) The need of police dw:rmm uf:!w affertses haved
restorative fustice because there is no fegal .bm!.rﬁ)r fegrislii Hm i y legal
action through the r tion of fustice approach, i p bwl\_,l"!s for wercledy of fustice,
Including the hamdfing of conflicts af crime, msmarlw' spoal m\km\mr.' and moral develogment
of the community und strengih the role of community. {¢) To achieve an affective and functional
palicing in the contmunity, then the sirategy carvied polive discretion by wing the principle of
buat wot conde Strategy by using the principle of pting the recovery and the
impasition of sanctions is 1o recover and avaid imprisonment sanctions, For this, in order 1o
prevent the ocerrence of irregnlarities in the implementation of restorative justice based diksresi
police need maxinmm control efforts in implement it.

Keyword : Restorative Justice

1. PENDAHULUAN dan fungsi kepolistun khususnya berkuitan ke-
wenangan penyidik Polri yang diatur dalum

A. Latar Belakang Permasalahan
Beragamnya tindak pidans berupn keja-

hatan meupun pelanggaran di Indonesia, ber-

implikasi terhadap pelaksanamn fugas pokok

B2

Undang-Undang Mo, 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indnesia dan Un-
dang-Undang No. & Tahun 1981 ftentang
KUHAP. Tuntutan masyarakat, agar penyidik



ikret Palel Terhwdep Prinka Tindsh Pdans

Polri semikin professional atas kewenangan-
nya sebagai penyidik mmiptn dalam melakss.
nakan proses peayidikan techadap mmtu tindak
pidina, moka dalam melslukan proses ponyi-
dikan tethadap pelaky tndak pidana, penyidik
wajib bertindnk cermat ngar ndak melanggar
hak wsasi masusia, berdasarkan prinsip demi
mewujudkan keaditin ' Hal inl merupakan
wiejod ramgkaian  tiodakan  bokum dulam
kerangks pencgakun hukum terhodop pelaku
tindak pi-dona dalam sistem pemdilan pidana
{erimimal fistice syarem)

Dalam melaksanskan tugasnyn, ponyidik
Polri diberi kewenangan yang bersifat perso-
nal, herdasarkan |ndang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentzng KUTIAP Pasal 7 Ayat (1)
butir j,* dan Undang-Undang Momor 2 Talun
2002 tegting Kepolisian Negara Republik In-
donesia’ Pasal 16 ayat (1) butie 1 don Pasal 18,
berupa keweningan “dapat mengambil tinds-
kan lain®, dengan
yong dischur dengun fstilnh diskresi ke[mlm-
an,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tevang Kepollsian Negm Pasal
13 di Tugas rmknk Kepali Nega-
ra Republik Indonesia adalah

a i

i

Ry B, Somple

Menurt Antidjo Alkosiur,” *Daliun mu-
wyarakat misdern yang memiliki konstitusi dan
porunghut bikum, keberadaan institusi kepali-
sian tidak hamys mendapat legimimasi moml,
tetapd lebih jolas lapi vaitu memporolch man-
dart hukum untok melukokan ondakan yunidis.
Mandst hukum isshadap kepalision memiliki
landasan konstituzioasl dirusngkan dalam Un-
dang-Undang Momor 2 Tahun 2002 enlang
Kepoiisian Negara. Tegalmyn hak sassi mams-
sin tetap menjadi fokus acnn dar sy wama
kepolisian”
s Polr wermasuk Penyidik Polr, bertujusn
nnfuk m:lulmun tervib dan ::p,lmyu Tukum
sers ferbi sunn

k i it masya-
ket dhalaun rafigka terpelibamaye kesmanan
dalam oegeri dan tercapainyn nijuan nazional
dengan menjunjung tinggl HAM yang berkea-
dilun.
‘Thomas Aquines,* berpendapat, hitkum
yaug berintikan tumem (kcodilan), mutiak me-
produk akal, ypng tendini dari ustitia
isaributive (keadilan distributif), futitia com-
meterrive (Keadilan komutast atow wkar menu-
kar} dan fustithe Jegalie (keadilan hukum),

sy arnkol
b Menegakkan hukum dan
& Mmbmkm periindongan, pengoyo-
kepuda

5 juk pads kenatan terhadap hukum.

Fenvidik Paln dalom melaksanakan e
gits dan kowenangannya tidak teriepas dan pe-
nganih hingkungan. strategis ternmma dengan

ety diars
Dalam F-Il!ﬂ-ll lak k

gy funtutan pon keadilan

anggots kepolizian dasay morainya nd.u!ah k:av
dilan. Penyidik Pairt, dilam melakukan tinda-
kan lukum berkewajiban bertindak tidak die-
fkriminatif, seswai asas equalin M’iw thea lenw,
don i) sesuai kemanan btk

Tugas Penyidik Poln mewujudkn sup-
remast hukum dun mencgakkan HAM, dalasm
implementasinya mempakan matn ot yang
tidak terputas.

* adrianus Melidla, 2005) Paradigma Polri: Dori Abdi
Ketwurtoan Menjadi Abli Rolyat, Kemitrasn Partser-
o, Jakurta, hal. 13

? Unedarg-Undany Hulom Acars Pidasa (RUHAF)

¥ Undang-Liduery Momer 2 Fahus 2002 tentang Kepoli-
sian Negera Repubilik Tndaneshs

* Adrines Mehiala, (2004), Terap Wewpatakan Sema-
mgar Neformat Polri Kemiirsony Sarership, Fakora:
Emternane. |l 33

resomEs (resormive furtice ). Konsep restora-
five justiee di dumin patemagional, diterapkan
ubegnl srmegi mancan sofusi terhadap Inebu
s esdilan

I.nlul sistem perndilan pidema (cnmmdﬂm}oe
system)

Menurer Lukman Hurun' “Perwojudan
pencrpan revioeaine puvtice dibsm erimingl

" Anidje Alkoswr (3003), Mewrdangon Kulrr Poir
Yang Bevorionant Madent, Yogvakaria: Cerma UP, bal.
3
* Thowrms Aquines dalam buku Deeu Yudbo Fianako,
(2008}, Kebflkan Politik B i Dok, Jokaria:
Pamanor Press, hal. 2

DM Sitargial Trjend Pol. (20043, Scberapa Tigar
am Wewwnnng Peles, Jahsrin: Diviai Pemshisnaan Hu-
fwm Polr, hut. Y8
" Luknan Harui (3007), Huksn dan Keadiiar (Delan
Perspelbiif Sovibaghi), Jolarin: Moasmpe Press, hal 107
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Justice system (sistem peradilan pidana) ber-
kembang antara lain di Jepang, Philipina, Ing-
gris, Amerikn Serikal, Auswalin, New Zealand,
Italia, Skotlandia, sciia Arab Saudi. Bahkan
PBB telah memfasilitasi Resrorative Justice
dan Konfe i Musa F b di

tanggal 2 Desember 20037, Dalam kongres se-
tiap lina tahun sckali oleh PEB dengan tema
Congress on Crime Prevention and The Trear-
ment of Offenders yang hm'u;\mu unmk mer-
fiskusikon tentang perk

penanggulangannya dan penanganin pelaku
kejohatan.

Pads kongres yang diselenggamkan di
tahun 1990 dan 1995, beberapa lembuaga swa-
daya masyarakat dari beberapa negar men-
sponson scjumlah sesi pertemuan umuk secar
Khusus berdiskusi tentang restorative fusiice.
Pada Tahun 1995 di kengres PBB yang dilak-
sanakan di Kairo, secara tajam dan mendalam
dibahas hal-hal yang teknis berkaitan dengan

fve fustice di-
lam pcnnnguu:n perkara pidana, Pada kongres
yang digelar tahun 2000 dihasilkan United No-
tion, Basie Principles On The Use Cf Restora-
tif Justice Programmes In Criminal Mattery
vang benisi sejumlah prinsip-prinsi il
dari

P

F ¥ fuusti
e

Restorative Justice memupakan susitu mo-
del pendekatan dalam upaya penyelesaian per-
kara pidana, yang menitikberatkan pada ada-
nya pmmpnsl langsung peluku, korban das

dalam proses penyelesaian perkara
pidani. Terlepas dari kenymaan balwa pcnde-
katan ini masih diperdebatkan sccam tooretis,

.nlnm tetapi | ini pada k
i dan banyak I i kebi-
Jnkan Imlmm dan praktik di berbagai niga-
fve fustice di

sdnsal model dan mekanisme yang bekerja
dalam sistem peradilan pidana dalam mena-
ng.u:u pc.rkmaperlmra pidana pada saat ini. "

dekatan yang daput dipakai dalam sistem pera-
dilan pidans vang rasional sertn merupakan
sty kerangka berfikir yang baru yang dapat
digumakan dalam merespon suaa tindak pida-
na bagi penegak dan pekerja hukum,

Proses formal pidana yang makan wakm
lamn serta tidak memberikan kepastiom bagi
pelaky maugun korban, tidak serta merta me-
menuh maspun menmlibken hubungan antars
korbin dan pelaky, Sementurn ini, dalam pro-
ses pidana konvensional hanys menjadikan
korban schagai saksi dalam tingkat persida-
ngan yang tidak banyak mempengarubi putu-
san pcminhnurun.

ko hasil ditian N

Agung'! tentang Mediasi Penal pada bulin Ju-
ni-Juli 2011 di wilayah hukum Pengadilan
Tinggi Palangkaruys, Mataram, Jambi, dan Se-
marang, ditemukan bahwa; “Keadilan restora:
tif diterima sehagai suluh satu konsep penyele-
sabin kasus pidana oleh PBB pada tahun 2000
Setelah pengakuan itu, semakin bunyak negara
yang ph dalam gani peria-
ra pidans. Restorative fustice merupakan mo-
del penyelesuan pedars pidana yang menge-
depankan pemulihan korban, pelaku dan ma-
synrakat. Prinsip utama restorative jusrice ada-
Il adanya partisipasi korban dan pelak, par-
tisipasi wargn scbugni sulmeiawau mediator
atan fisilintor penyelesaian kasus, '

ini, keadilan di i scha-
gui proses pencarian pemecahan masalah yang
terjadi atas susty perkara pidana dimana keter-
libatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi
penting dalam usaha perbuikan, rekonsiliasi
dan penjaminan keberlangsungan usaha per-
baikan tersebut. LUndang-Unding Kekunsaun
Kehakiman' dengan tegas menycbutkan bah-
wi hakim wajib menggali mlai-nilai yang hi-
dup dalam yarakat, Dorongan
acapkali bisa menyadarkan aparat pencgak hu-
kum untuk mengedepankan resiorative fustice.

Py Justice P pen-

¥ Apong Herlin, (2004, Restorative Justice, Jumal
Kriminalogi Indonesia, Vol. 3 No. 11} September 2004,
bal. 127
™ Khairul Saleh Amin, (2010) Prekembumgan Sl
Peraditar Pidina df fndomesia, lalana | Pamator Press,
hal. 90

R4

! Darmoko Yot Witanbs & Arya Puira Negam Kstawa-
vinygin, (2013} Mivkreri Hokim: Sebuah fnstroimen Me-
meyakkon Keoafilan Swhasamif dafam Perkarg-lMevkara
Picdng, Bandung: Alfsbets, hal 126
17 Muladi, (2002) Kiapi Selekns Sissent Perachtir Pidks-

- FH Universitas Dipaneyom, hal, |76

o umnwnmwmas Talian 2009 Temtang Ke

Kuzasann Kehakiman.



Diskresi Poiri Teshadap Pelwks Tindak Pidura .

Dari. bet T i 1‘. ¥ L
hukum yung dilakukan diberbagm nepara ynnﬁ
telah mencrapkan model restorarive fustice,
nampaknys peniing kiranya dalam penerapan
sistem pemhlun philans i Indonesia untuk

gkan model ¢ Justice
dlllm penvelesaian pcmuwn m:daie plu!.hnn.
serta

Rury ¥, Sowepie

Polri tethudsp pelaku lindak pidana

kan restarative justice,

b, Unwk memabami perlunys  diskresi
Polri terhodap pelaku tindak pidana
berdasarkan Fastarative fustices,

¢. Unmk meoganalisa strategi diskresi
Polri tertisdap pelaky tindak pidana

dengan
perilakn rmu)amkm dalam penerapan hukum
yang hidup dalam masyarabat,
Pada aspek yang loin jika perisuwa b
knm pidana dikaitkan dengan vilai ok
nyu, sengat memungkinkan jika Penyidik Polr
(sebagal komponen crimes justice svstew) da-
lam melaksanakan undakan hukum rerhadap
pclllcu tindak pnhmn dapat m:mp:mmnn
‘melalui !
berdasarkan restarative Justice,
Dalam hal pencgakan hukum terkait sis-
tem peradilan pidans i Indonesia berdasarkan
UHAP, pada saat Penyidik Polri melaksana-
kan kewenangammya melakukon tindakan dis-
hem Ir:rhuhtp pvlﬂku tindak pidana melalui
e fustice,
ad hal-hal yang harus dipertimbangkan, meli-
puth: dasar filosofis tindakan penggunnan dis-
kresi, aspek sosiologis pendekatan berdasark
resforative fustice, akibat penggunaan resrora-
tive jfustice, sera kemungkinon lahimya legali-
tas terhadnp pencrapan restorarive fustice oleh
Penyidik Polri melalun peraturan perundang-
undangan,

B. Rumusan Masalah
1. Bagainmnakall kousep diskresi Polri
terbadap pelaku tindak piduna berda-
sarkan restoratie juviice
2. Baguimanakah strategi diskresi Poiri
terhadnp pelaku tindak pidana borda-
sarkan restarative fustice

€. Tujuan dan Kegunanu Penelitian

1. Tujuan Penclitian
a. Untuk menganalisa konsep diskrest

4 GIM. Conems, 12009, sebugaimana dikutip cleh
|.uhn| M P Pangaribuxn dalusy Lury Juclges dm Hokim
Ad Noe. st sl Tearitiy Merjren Sivtes Perasifan
Pidang fedonerts, Jakars @ FH Pascamnans L1 dan
Papas Sinar Minai, hal 65

fve fustice.

2. Kegunuan Penelitian
Penelitian i dibarapkan dapat mem-

benkan manfiat baik sccar teoritis praktis

dan secura yuridis, antara laip @

8. Secam teoritis
Penelitum mi diharapkan menjadi sum-
hangsih pemikiran dalam konsep dis-
kresi Polri terhadap  pelaku tindak
philara  besdssaikan  revioraiive fravti-
o

b Secara prakiis
Penclitiun ini diharapkan  dapat mem-
beriken tambahom pengatahuan di kala-
ngan prakiisi, (oTUtunD oparatur negari
dmn parn penegak kum {polisi, jaksa,
hakim serta pengacarn) dalam melaksa-
nakan restorative fustice terhadap pela-
ku tindak pidans.

€. Secarn yundis
Penelivlan ini diharmpkan para penye-
fenggars penegak hukum  khususnya
Polri dapal menjedi teladis guna me-
wujudkaen strategi diskresi Polri terha-
dap pelaku tindak pidana berdasarkan

resforative justice.
. KERANGKA TEORI DAX KONSEPF
A, Keranghka Teori

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidu™ merupa-
kan saloh sat teon berkaitan dengan upa-
vo pengendalin kejshatan melalui kerja
sama dan koordinasi di antars lembaga-
lembaga yang olch undang-undang diberi
tugas untuk s, Komponen utama dari sis-
tem peradilan pidana benanggung jawab

" Lsdriyants Seno Adji (2005, deah Sistem Peradian
Pidkani, Jakaris: Kamor Penpacars & Konsultan -
R, Prof: Oumar Send Adji & Rekan, hal. 116
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atas fungsinya masing-masing dapat diu-
raikan ke dalam; fungsi penyidikan (men-
fadi wewenung kepolisian), fungsi penun-
mtan (wewenang kejaksaan), fungsi pera-
dilan (wewenang Mahkamah Agung/pe-

i fungsi p 3 {wewe-
nmg Jembaga pcmlaymmlﬁiummu—
risn Hykom don TIAM), den fungsi ba-
niuan hukum (wewenang advokat),

Marjono Reksodiputra'” berpendapat
babwa;

Sistem peradilan pidana odalah is-
lem pengendalian kejahatn yung terdin
atas I:mhlualmbm kepolisian, kejaksa-
an, | k fer-
pidanas.

Menurut Muladi'"; bahwa scbagni
sistem, perndilan pidans mempunyai pe-
rangkat strukiur atau subsistem yang seha-
rusnye hekerja secarn koheren, koordinatif
dan integratif agor efisicn dan efeknif. Sub-
subsistem ini berapa polisi, jaksa, pengadi-
Ian, penasihat hukum dan lembaga koreksi,
baik yang sifatnya institusional masupon
yang non-nstitusional,

Sistem perndilan pidana merupakan
terfermahan dari Criminal Justice System,
suaty sistem yang dikembangkan  olch
priktisi penegak hukum (Law enfe

role officers). (Sistem peradilin pidana
adalah institusi kolektif, di mana seorang
peluku tinduk pidana melalui suam proscs
sampal tuntutan ditetapkan atay penjutubon
hukuman telal diputuskan. Sistem ini mne-
miliki tiga komponen, penegak hukum (ke-
palisian), proses persidangan (hakim, jaksa
dan advokat), dan lembaga pemasyarnka-
tan (perugas pemasyarakautan dan petugns
lembaga pembinaan).

2. Restorative Justice Model

Restorative justice 'merupakan pe-
mikiran mendasar yang mencakup berba-
gai cmosi manusia fermasuk penyembu-
han, belas kasih, pengampunan, rekonsi-
liasi serta sanksi bila perlu (tidak mesti di
penjara). Restorative fustice menawarkan
proses di mana mercka yang terlibal peri-
Jaku tindak pidana atau kriminal atay eri-
e, baik it korban, pelaku, keloarga yang
terlibut ston masyarakat luas, semos di-
periukan untuk berpeluang dalam menye-
lesuikan masalah yang terjadi, schagni
lengkah bijaksana guna menyelesaikan ma-
salah hukom dan saling berhubungan.

Restorative justice merupakan upaya
komunal yang ch:h tuas yang berusaha
unituk dan keadilan

officer) di  Amerika S:I;kal Menurut
Black's Law Dictionary™: Criminal Justice
Svstem iy the collective institations through
which an sccused offenderpasses until the
accusations have been disposed of or the
assessed punishment concluded. The sys-
tem typieally hay have three components®
law enfurcement (police, sheriffs, mar-
shals), the judicial process (udges, prose-
cntors, defense Tawyers) and corrections
(prisoi afficials, probution efficers and po-

" Mardiono Reksodipawo, (1999), Sistemr Peraditan
Pidarg Inderesia (Peraman Penegut Hubmm Melowan
dalam Hak Azasi Mawwsia dalam Sisem

Peradilan Pidona (buka TIT), Jakarta : Pusat Pelayanan

kendilen dan Peagabdian Hulum UL bal. §2

7 Muladi, (2009) Demokrant, Hak Arasi Mawasia. dhin
w-:u Hukum di Indonesia, Jaksres: Medin Press,

hal, 1)

"aryan A. Garner, (1958) Lubbock (Kamur Hukum),

Texms: U5 Lawyer Lexico grapher. p.6

Bo

hagi semua nmlg melalui keadilan trans-
formatif,

Restorative fustice menunut Tooy F
Marshall™: Restorative Justice s @ process
wherety all the parties with a stake in a
particular offence come together to resolve
eolfectively how to deal with the afiermath
aof the offence and its implication for the fu-
ture” (Restorative Justice adalah sebuah
proses dimana para pihak yang berkepenti-
ngan dalam pelanggaran tertentu beremu
hersama untuk menyelesaikan persoalan
secara bersama-suma bagaimana menyele-
satkan akibat dari pelanggoran tersebut de-
mi kepentingan masa depan). Memunt Van

¥ John Braithwaite, (2002), Restorative Jurtice and
Reaporstve Regulation, New Yerk : Oxford University
Press, Oxford, p. 63

® fhid, p. 79
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Ness™' dari Kanada: Rexforative fustice ads-
fah Teori Keadiln yang mengutamakan pe-
mulihan kerugian akibar perifaku jahot, dx—
mana pernulihannys wntas melalui proses
yang inklusif dan kooperatif.

Konsep restorative fustice tidak mem-
fokuskan din pada kesalahan yang telah lalu,

tetapi  bugmimana  memecahkan  masalah
nnggmg Jjiwab dan kewajiban pada masa
depan dari pelaku. Model perlawanan di-
gantikan oleh model dialog dan negoisasi.
Penjeraan diganti rekonsiliasi dan restorasi
sebagai twjuan utama. Masvarakat diangpap
merupakan fasilitator didalam proses resio-
vative dan peran korban dan pelaku dinkui,
Stigma harus dihapus melalui tindakan res-
forative dan kemungkinan selalu terbuka un-
tk bertobat dan memaatkan asal mereka
membantu perbaikan situasi yang diakibat-
fan oleh perbuatannya.

Menurn Muladi™, Restorative Justice
bertujuin: nmb:rlhyaltm korban, dimans
pelaku didorong ager memperhatikan pem-
I"hnn_ R Justice
menterial,

dn mlmg korban.

Teori restorative fusfice memundang
hahwa kejahatan itu merupakan pelanggarnn
terhadap kemanusian, sehinggn penyvele-
safunmnya pun harus secara manusiaw,

Restorative fustice merupakan pen-
dekatan pemecahan masalah untuk kejaha-
tan yang melibatkan para pikak sendiri,
don masyarska! umummyz. dalam hubu-
ngan aktif dengan badan-badan hukim,
Restovative fustice dapnt dilihat sebagai pe-
radilan pidana ertunom dalam konteks so-
sial, dengan tekanan pada hubungennys
dengan komponen lain, daripada  sistem
tertutup secarn terpisah. Secara umum di-
gunakan secarn internasionul bahwa resro-
rative justice adalah proses dimana pilnk
yang memiliki kepentingan dalam suaty

n B.m«; B, (2000), Fictin-affinder mediarion
Germany, In Viethn-Oferder Madinton in Europe (The
Europrean Forum for Victim-Otfender Mediation and
Restorative Justice, od, Belgium Leuven University
Press, p. 298

2 Muladi dan Bade Nuwaws Asief, (1992), Bunga
Rampai Mk P, Alamid, hal. 137

Rowny F. Sompic

pelangearan temtentu secarn kolektif me-
ngatasi bagaimana menghadapi akibat dari
pelanggaran dan implikasimyn untuk masa
depan.

Beberupa prinsip-prinsip®’ yang ber-
lukw seenra universal vang melekat dalam
konsep pendekatan restormiive justice da-
lam penyelesaian tindak pidana, mtara
lnin: Prinsip Penyelesaian yang Adil (Due
Process) Perlindungan yang Setara, Hak-
Huk Korban periu mendapat perhatian,
Proporsionalitas, Pradugs Tak Hersalah,
serta Hak Bantuan Konsultasi atau Penasi-
et Huloum,

3, Teori Hukum Progresil

Teori hukum progresif, meropakan
gagasan Profesor Satjipto Rahardjo vang
galau dengan cara penyelenggaraan hukum
di Indonesia

Menurut Satjipto Rahardjo™, pemiki-
. hukum perlu kembali pads filosofi da-
sarmya, ya hukum untuk manusia, Des
wgan filosofi tersebut, maks manusin men-
jadi penentu dan titik orientasi hukum. Hu-
kum bertugas melayani manusia, bukan sc-
baliknya Hukum bukan merupakan insti-
tusi yang lepas dan kepentingan munusin.
Kualitas hubkum. ditentukan oleh kemam-
puamnye dalam mengabdi pada kesejahte-
raan manusia Ini menyebabkan  hukum
progresit mengannt ideologi: hukum yang
pro-keadilan dan ko vang pro-rakyat,
Dengan ideologl ini, dedikasi parn pelaku
hukum mendapat tempat yang utama antok
melakukin pemmlihan.

Dalam hukum progresif™, proses pe-
rubahan tidak lagi berpusat pada peraturan,
1api pada kreativitas pelaku hukum meng-
aktunlisasi bukum dalam niang dan wakiu
yang tepat. Parn pelaku hukum progresi§
dapat melakukan penibahan dengan mels-

B Eryanto Wahid, (3004) Kewmdiian Restorative dan Pera-
il Komversicnal dalom Fulkum Pidna, Jakorta © U
verssts Trishti, bal. |52

2 phid, hal. 137

2 Sucipto Rabarjo, (3004), “Hikom Progres)f (penjela-
Jahan Suat Gagasan)', Makulah dissmpaikan

acars Jirgu Alummi Program Dokior How Holum Un-
dip Semarung. taiggn! 4 Sepember 200-
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bukan pemnknaan yang kreatif terhadap
peraturan yang ada, tanpa harus menunggu
perubatinn peruturan {ehanging the law),
Peraturan yang buruk, tidsk harus menjadi
penghalang bagt parn pelaku hukum prog-
resif untuk menghaditkan keadilan uniuk
rakyat dan pencari keadilan, karens merckn
|ln'pu.l melakukan interpretasi secarn bary
setiap kali terhadap suatu peraturan.

Konsep hukum pmyestl’“ tidak se-
kali-kali menafikkan peraturan yang ada.
Hukum progresif meranghul, baik perutu-
ran maupun kenystaan/ kebutuban sosial
sebagai duz hal yang harus dipertimbang-
kan dalam tiap keputusan,

Menunu Prof. Dr. Satjipte Rahard)

Pound™. Usiha soclal engincering dinmg-
gop sebagai kewajiban unuk menemukan
carn-cara yang paling baik bag memaju-
kan atan mengarabkan masvamkat Hu-
kum, sesungguhnya memiliki potensi yang
cukup besar untuk melakuksn perubahan
sosial secara terencana. Sclain memiliki le-
waulitas formal, hukum juga mempunyai ke-
wenangan pemaksa yang dalam bekeanya
didukung aktivitas hirokrasi,

Dalam kontek pendekatan teori hu-
kum progresif , terkait penggunann diskresi
Polr melalui pendekatan restoparive fusti-
ce, maka menjadi penting menghkorelusikan
dengan teori hl:.:alm progresif. Teorl hi-

SHYT konsep hukum yang progresif, hlh
kum tidak mengabdi bagi dirinya sendin,
melainkan untuk wjuan yang berada dilyar
dirinya. Oleh karena i, hukum progresif
meninggalkan trdisi amelytica! furispru-
dence atan rechisdogmarick yang cende-
rung menepis dunia di luar dirimya, seperth
manusia, masyﬂmiﬂ kcscjahlmnnnya_
Hukum progr i

Dalam lJpe yang demikian i m.n regulnsu T
kum akan selaln dikaitkan dengan tjuan-
twjuan sosial i marasi teks-
sl sturan. Oleh karena hukum progresif

kum bean tujuan
dun konteks ketimbang “ioks-teks aturan
semats, maks sudah tentu soal diskresi
menjudi sangat urgen dulom penyelengsa-
raan hukum. Thomas Aaron® memmuskan
diskresi sebagai: "... power authority con-
ferved by law 1o uL'li«m wn the havic of fud-
gement ar concience, and it wse (¥ more an
ddeer of moval thall faw.

Dalam penerapan diskresi berdasar-
kan restorative justice, olch para penegak
hukum Penvidik Polr dituntnt untuk me-
milih dengoan hijaksans dalam hal kebary-
unnya bertindak. CHoritas  kewenangan

manusia’ rakyat schagai 1tk orientasinya,
maka in harnis memiliki kepekaan puda
persoalan-persoalan yang timbul dalam b-
bungan-hubungan lnnnllsna .'aaluh m\l per-
soalan krusial dalam b

b resmi, dapat di-
pakai sebagni dasar untuk menempub cara
yang hijaksana dalam menghampiri kenya-
taan tugasays berdasarkan pendekatan mo-
ral restorative justice daripada ketentan-
formal,

sosial adalah keterbelengguan manusis da-
lam struktur-struktur yang menindas, baik
politik, ekonomi, moupun msd.u.l budaya
Dalam konteks keterbel

Diskresi bagt Penyidik Polri sebagai
pencgak hukum merpakan fakior wewe-
nang hukum yang dijalankan secara ber-

hukutn progresif harus wmpil sebagai ins-
titusi vang emansipatoris (membebaskan),
Sifat hukum progresif yang meng-
hendaki kehadiran hukum dikaitkan de-
ngan pemberdayazn sebagai tujuan sosial-
nys, karenanya, hukum progresif juga de-
kat dengan social engineering dari Roscoe

™ ibid, hal. 86

1 Saijipio Rahardjo,i2013) Hubum dan Perubahan So-
il Swans Tinjowan Teoritis Serta Pengalamun-Perga-
Ko ] fucdaesia. Bandung, Al bal 57

B8

jawab dengan mengutamakan
perimbangan moml dan pada peraturan
abswrak. Diskresi yang dilukukan seorang
Penyidik Polri, semara-mata atas dasar per-

' GAM. Cortors, (2009), sebaguimana dikitip oleh

Lubws M P Pangaribuan dalam Lay Jfudges dan Hakim
Ad Hoe, s stui Teoritis Mestyenai Sixtear Perodifan
Fidama Indoweyiz, Jusana ; FH Pascasrjana Ul dan
Papus Sinar Minami, hal 196

# Chris Cusneen & Carolyn Hoyle, (2010), Debarting
Restorative Justice, Oxford Poriland Oregon: Hard Pub-
lishing p 70



Biskeesd Palel Teehudas Pefabn Tindak Pidurss ..
by L dan kefi nnda-
fean dalam mencapal tjuan yang lebih be-
sar demi menjuga kewibawaun hulmm ity
sendiri. Menurut Louis A Redelet,”
is mat an end in itself Properfy unden
tood, i 15 o means fo higher ends in o
affair, much as good order fusiice ...." Tu-
juan keadilan, yang bermuatan kepastian
hukum dan keserasian hukum abim, dapat
dijadikan dasar pengembangan oleh Penyi-
dik Frﬂn dulum penafsinm mengenaj pe-
diskresi berdasarkan restora-
n;,l'j‘mnre yoang merupakan kelengkapan da-
i sistem pengaturan oleh bukum ity sen-
diri,

4. Diskresi

Monuut  The  Comtemporary  Law
Dlmamln'” (Kamus Hukum Komrmpo—
rer), , suan ke
alas dasar Inkmnt dan hati nutlm Sudnns-
kan berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomar 30 Tahun 2014 Tentang
Administras: Pemenntahan Pasal 1 butir 9,
Diskresi adalah Kepuusan dan/atau Tinda-
kan yang ditetopkan dan‘atau dilakukan
olch Pejabat Pemeriniahan untuk mengata-
si persoatan konkret yang dihadapi dalam
penyelengpirman pemerintahan dalam hal
peraturan perundang-undangan yang mem-
berikan pilihan, tidak mengatur, tidak leag-
kap ntuy tidak jelas, donstan sdanya stag-
nasi pemerinthan, -

Menurut Bryan A Gamer™, mende-
fimisikan diskresi sebagai berikut: 4 pub-
lie official’s power or right 1o aet in cor-
tain cire accarding to p /
Jucgment and comsclence,

Ada tiga jenis diskresi vaiu admi-
nistrative discreation, judicial discreati-
an and provecirtorial discreation.

Menurut Walker”, hahwa: Diskres)
sebagal wewenang vang diberikan hukum

* thid, p. 93
MWL 8 Poerwardsmints, (2007), Ko U -
anr!m«fm Jakarn: Bolsi Pustaka, hal. 56
© Thasmas Aaron, (1998) The Controd of Pollce Divere-
s, Springfield: Charles 0. Thomas, p. 84
David Migrs, (2001), An Tureematizmal Rovlew af Rer:
rarattve Jwstice, Crme Reduction Research Sevies Pa-

Ronmy F. Somple

untuk bertindak dalam situasi khusus se-
sual dengan penilatan dan kata hati ins-
tunsi atay petugas i sendini. Dan diskresi
merupakan kebijakan dari pejabat yang
intinys membolehkan pejabat publik me-
Inkukan sebuah kebijakan yang melanggar
undang-undang. i dalam hubkum admi-
nistrasi diskresi sering disebut scbagai
“freies  ermessen”™  (kewenangan bebas)
yang aslinya "Ermeessen”, kemudian diter-
jemahkun menjadi Diskresi.
Menurut Kenneth Cole Davis™ Dis-
krestc “Diseretion means that one is free
to make choices, The making of choices
among o momber of possible coursex of
actios, (Diskresi berarti kebebasan untuk
memilih. Perbuatan terscbut merupakan
kebebasan unmik memilih satu dari bebera-
pa tindaken yang akan dismbil).”,
Dalsm prakieknva, diskresi displika-
sikan antars fain ¢
8, Diseretion ay pucdgement | Diskresi se-
bagai putusan

b. Discrerion as choice/Diskresi sebagai
piliban

< Discretton  as  discernment/Diskresi
scbagai keahlian

d. Discretion as liberty | Diskresi schagai
kebebasan

¢ Discrelton ax lcense |
gl iz

Menurut Prof.  Dr. Zudan  Aref
Fakhmulluh, $H, MH"", diskresi adalah pe-
ngambilan keputusan dalam bentuk meni-
Ini, mengukur, mengambil tindakan un-
tuk menyelesiikan an, Diskresi ter-
scbut memiliki ruang lingkup scbagai be-
rikut ©
a Tindakanikep tersebut

ketika ada sebush peraturan yung mem-
berikan pilihan (diskresi terbatas),

Diskresh seba-

e 10, Barry Webb, ed., Home Office, Palicing mnd Ro-
ducing Crime Unit, Ressarch, ment and Statis-
tie Directorsts, Clive House, London : Petty Prance, p.
108

™ Davad L. Carter, (1999}, Dimerr Tewritis datam Pe-
spaluhgumaan Wewenamg ofeh Pefigar Palisi, Jokarta:
Citra Mannggal, hal. 138

** Zudan Arief Fakhrublah (201 1), Hukum Administra
dan Pemerintahan Paerah, kiliah §3 Hidaan Universt-
tas Borabudur, 20 Oktaber 200 )
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t dilakul

b, Tindkakmy'h tersehut

arena tidak ada peraturan.

e Tindakankeputusan tersehut dilakukan
karena peraturan tidak jelas’ wmpang
tinudib.

d Tindakan/keputusan diambil guna ke-
pentingan yang lebib luas kurena nda
stugnasi pemerintahan

B. Konsep

Kerangka konsep ini dimaksudkan untuk
menyamakan persepsi yang diidentikkan se-
bagai definisi operasional. Adapun kerangka
konsepiual tersebut schagai berikur,

A Diskresi adaleh kebebasan uiuk me-
milih satu dari beberapa tindakan yoang
uwkan diambil. Diskresi meropokon sua-
w kebijakan yang hams dinmbil oleh
pencgak hukum karena situasi nyata di
lapangan, suatu kewcnangon berupa
kebebasan bertindak dorl pejabat nega-
ra atou mengambil kepotusan menurut
pendupat sendiri demi umtuk melayani
publik dengan penuh tanggungjawab.

b, Polri, ndalah hadan pemerintahan yang
berugas dalam memelihara keamanan
dan  ketertiban  umum  (menangkap
orang yang melanggar undang-undang,
dan sebagainya), snggota badan peme-
rintah (pegawai) negara yang bertugas
menjapa keamanan negar.

Datam istilah lain;

Polri adalah Kepolisian Negara Repub-
lik Tndonesis merupakan alat negarn
vang berperan dalam memelibara kea-

manan don b mes

atay  sturan  hukum
yang berlaku di suans negar.

e Hestorattve justice adalah  pemikiron
mendaser yang mencokup  berbagai
cmosi manuein termasuk penyentbu-
han, belas kasih, pengampunan, rekon-
silinei serti sanksi bils perlu (tidak
miesti di penjara).

L METODOLOGI PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini mempakan sudt kasus di
Mesuji dan kasus Makum Mbah Priok, Tan-
Jjung Priok Jakarta Utara, Penclitian ini bersi-
fat deskriftil anafitis, dengan menggambar-
kan peraturan perundang-undangan yang ber-
Taku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum
dalam prakiek pelaksanasnnyn yang berl
1an dengun permasalahan yang akan diteliti.
Melalui metode ind, akan menpuraikan gam-
‘baran mengenai fakua-fakia yong secara nyala
terjadic tentang penggunmn diskresi Polni er-
Tadap pelaku tindak pidana herdasarkan resto-
rative justice (keadilan restorasi).

B. Metode Pendekatan

Guua  memperoleh jawnban dari perma-
salahan dalam penelitian i, maka penelitian
akan dilakukan dus pendekatan utama seka-
Tigus, vakni pendekatan yuridhs sormarif dan
pendekatan puridis sosiologis, Hal ini dimak-
sudkan gunn mengevaluasi keterkaitin aspek
normatif dan aspek empins, meneliti {perpa-
duan) antara yuridis normatif dengan yuridis

negakkan hukum, sera memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pela-
vanun kepada masyarakat daluom rng-
ka terpeliharanya keamanan dalam ne-

e,

¢. Pelaku adalah yang melakukan, vang
menyurah melakukan, yang wrol serta
melakukan, dan mereka yang sengaju
menganjurkan orang lain supays mela-
kukan perbuatan.

d. Tindak pidans merupakan suom dasar
dalam ilmu bukum terutama hukum
pidana yang dimana ditujuken sebagai
suaty istilah perbustan yang melanggar

€. Sumber Daty

1. Data Primer merupakan datn yang di-
peroleh langsung dari sumbemya me-
Inlui instivesi Kepolisian Negara wila-
yah Kepolisian Dacrah Lompung, Ke-
polisian Dacrah Metro Jakana Rayn,
Instansi Pemerimah  Provinsi Dacrah
Khusus (bukota Jakarta dabom hal ini
Pemerintah Daerah Kota Administrasi
Jakarta Utara, Pemerintah Daerab Pro-
vinsi Lampung serta tokoh masysrakat
terkait penelitinn ini.

2. Date Sckunder ndolh data yang di-
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peroleh dari dokumen resini, buku il-
mizh yang terkait penclitian ini, hasil
it | inda-

ngan atsu ketemtuan fain yang terbagi

menjadi:

8. Bahan Hukum Primer vaitu bahan
hukum yang mengikat seperti; Un-
dang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
tentang  Kepolision  Negar, KU-
HAP, KUHP, serta perniumn per-
undang-undangan lainnya yang da-
Pt dijadllmn dasar hukum formil
socarn lings

b. Buhun Hululm bcknnder yu:nl

bahan hulmm primer sepert I.mm-
tur-literatur kepustakaan atau buku-
buku ilmiah terkait penclitian ini,
jumal ilmiah bidang ifmu hukum,
makalah ilmiah yang dipergunakan
dalam hahan penulisan penelitian.

¢ Buhan Hukum Tertier vaite bahan
hukum vang memberikan perunjuk
terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, contohnya Black's Law
Dictionary, eksploped:, dun kamus
atan sejenisnya,

0. Pengumpulan Dara
1. Penchitian Kepustakaan (Library Re-
search)

Palam metode ini penelition ke-
pustakaan ini dilakukon sdaluh dengan
mempelajari dan membaca buku-buku,
Jurnal itmish bukum, rerun-

Roway F. Sample

o Lokasi penelition adalah di Jakurty,
Mesuji Provinsi Lampung yang di-
mungkinkan dopat diperoleh kasus
terkail judul penelitian ini.

b, Populasi
Hesponden dalam  penelitian  ini
adalab penyidik yang pemoh me-
nyelesaikan  permasalahan  yang
berhadapan dengan hukum. Infor-
WUk peromngin /wargs masyarakal
terdini dari Praktisi Hukum. Infor-
mnn Instansi Pemenintah terdin dari

thak Kepolisian, Penelition ini
Y teknik
searmgpwel sto-randoms Yailu purpesi-
v sampling, karena sampel diten-
mkan berdasarkan  pertimbangan
dari penaiti.
4, Al Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian

il .

&, Studi dolumen atou bahan pustaks

b, Pedoman Wawancara

©. Kucsioner

E. Analisis Duta

Sebegai upays uniuk dapar menjawab
atoy memecahicen permasalahan yang diang-
kat dalam penelitian ini, dilakukan suatu ana-
Il.uts yang lmﬂnmk dmam analisis deskrptfl
i mctode pe-
nelition digunakan sepeni; analisis secara ku-
alitatif, kuaotitotf atou konten). Dimana se-
tcl!h data dilakukan k di

dang-undongan yang terkait serts ba-
han bacann lainnys yang berhubungan
dengan penelitian ini, dalom rangka
untuk mendapatken landasan teoritis
maupun bahan pustaka sebagai dasar
dalam melakukan penelitinn dan penu-
lisan ini.

2. Penelitian Lapangan (#Meld Research)

Metode penelitian ini yaitu dila-

kukan dengan mengumpuikan  data
langsung dari pihak yang berkompe-
ten atau terkait penelitian ini, untuk itu
dilakukan metode wawancara dengan
para pihak yang relevan,

3. Lokasi dan Populasi,

dapat ditarik suntu kesim-
pnlln yang dnpnl dipertanggungjawabkun sc-
cara ilmiah.™

Datn yang diperolel doari baban hukum
primer berupa peraturan perundang-undangan
dan baban hukum sekunder berupa pendapat
ahli hukum pidana terkail konsep restorarive
Justice, demikian juga data primer yang diper-
oleh dari anggota masyarakat, lembagn pene-
ak bukum, praktisi hukum dan tokol masya-
rakat, disusun secara sistematis, kemudian
mnluslu SCCam I:unlllmr lmmk mendnpatkan
atag

* Zainaiddin AN, (208}, Matede Perelitlan Huksm, Ja-
Kt Sinar Gifikn, sl 69
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sturan-sturan terkeit penerapan Diskresi Kepo-
lisian berdasarkan Restorative Justice.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBA-
HASAN

A. Konsep Diskresi Polri Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Melalul Feadekatan Res-
torative Justice

1. Konsep Sanksi Pidana berdasarkan Res-
fotarive Justice

Konsep diskresi Poln terhadap pelaku
tindak pidana melalui pendekatan restorative
Jjustice dalam kapasitasnya schagni penegak
hukum berdasarkan sistem peradilan pidana
vang melakukan tindakan hukum tahap awal,
konsep strtcgisnyn tidak mengenal metode
pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, Pe-
nerapan tindakan hukum melalui pendekatan
berdasarkan restorative justice, diskresi Polr
menitikberatkan kepada kensep pemulihan un-
tuk tujuan membunt segala sesuatunya menjadi
‘benar, serta mengakomodir rasa keadilan yang
dikehenduki masyarakat,

nya, oleh pemerintah atau aleh pihak
yang fuin yang tidak beralian dengan
pelanggaran.

2. Konsep Pemberian Sanksi Terhadaep
Korporasi Berdasarkan Teord Responsi-
ve Regulation

Korporasi' adalah pribadi hukum scba-

gaimana layaknya manusia yang dapar dimin-
tai pertanggungiswaben baik secarn perdata
moupun secara pidana Dalam hal komporasi
dimintai permnggungiawaban  pidmna  maka
yang sering menjadi masalab adalah mengenai
kepaa siapa respon peranggungiswiban pi-
dananya difokuskan dan sanksi yang skan di-
jutuhkan agar kelangsungan akiivitis korpoms
daput tetap terjaga sortn kerugian yang lehih
Tuas dapat dihindar, Pemberian sanksi tidak
teelepas dari tujuan dari sustu pemidanan ter-
hadap subjek hukum pidann. Dalam konscp
hukum positif, sanksi merupakan akibat hu-
kum dori ndanya suatu pelanggaran yang dils-
kukan olel subyek hukum, dalam hal ini orang
dan badan hukum.

Untuk menyikapi hal terschul dapat Ji-

Beberapa konsep dalam pend res-
rorative fustice ndalah sebagai berikut.

o Restitusi (Penggontion Kerugian)
Dalam proses penyelesaian tindak pi-
dana melalui pendekatan resrorative
Justice, pelanggar diharuskan untuk
membayar kembali kerugian bagi -si
korban  yang dapat ditempuh melalui
jasa-jasa atan berupa iung. Konsep res-
titusi telsh melembaga.

b, Program Kena Sosial
Dalam sanksi program kerja sosial di-
tekunkan balwa pelanggar harus mem-
hayar kerugian wk langsung kepada
suaty masyarakat melului kerja bakti
(pekerjann tak dibayar) yang berman-
foar bagi masyarakat.

-1 hmnp:nmlwmdnpkurbu
Konsep p dann &

fkan, bahwa tkan suaty pen-
d,z:kxum sanks{ yang bersifit restoratiil dan
responsif sebagai alternatif pilihan sanksi yang
dupat diterapkan terhadap korporasi menmpa-
kan hal yong perfu agar penvelesaian tindak
pidana korporasi da;-ml direspon dengan Iebuh
baik dan maksimal sena tidak imk
masalah sosial yang baru.

B. Pelaksanann Strategi Diskresi Polri Ter-
hadap Pelaku Tindak Pidana Berdasar-
kan Restorative Justice

korban untuk ikut seria dalam proses penyele-

saian nnd.nk pld.nnn bukun hanya semibii-fata

untuk atau k

ngan, tetapi hal tersebut berkslwn erat dengan

pmucs pencapaiun mllcul kcnm].nn itu sendiri.
knai keadilan ha-

terhadap korban dikenal sebagai pem-
bayaran terhadap korban yang menjnd.'l
sustu hagian dari proses penyel
tindak pidans, sekali

uya dapat diberikan melalul keterlibatan par
pihak dalam menyelesaikan suatu konflik yang
timbul akibat tindak pidana, dan bukan seka-

kondisi yang lebih baik bagi ‘nwhm
maupun bagi pelaku dan lingkungan-
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dar pemenuhan keadilan menwrut  ketentuan

e-undangan. Memberikan hak kepada
peliku dan korban unuk dapat menyelesaikan
konflik yang terjadi di antara mereka, merupa-
kan hol yang utama dalam pandangan pende-
katan restorntif karena pendekatan restoratif,
memandang suatu tndak pidana bukan se-
mata-mats merupakan susty pelanggaran ter-
hadap hukum pegars tetapi merupakan suaty
perbustan dan scscormng kepads ormng lain
vang menimbalkon kerusakan atau kerugian
yang harus dipulilkan,

1. Manfani Diskresi Polri Terhadap Tin-
dak  Pidana Berdasarkan  Restorative
Justice
a. Pennngunan Konflik Kejahatan

Tuman dasor dan kampanye resto-
retive fustice adalal wituk membangun fo-
rum baro dan proses yung banyak kasus
kejahatan saat ini don ditangani oleh forum
peradilan pidana konvensional dan proses
dapat dialibkan balk pada thap pra-
peradilan atau hukuman, Salah satu cin
khas wiama dan forem i dan proses bar
adalab bahwa mereks dimaksudkan antok
mempromosikan hasil restaraiif, seperti re-
parasi membuhayakuy onmg dan hld:u-
ngan, pen korban dan rei
pelaku. Namun, restorative justice juga
berbeda sccara proscdural dari proses pera-
dilan pidana konvensional. Drlam rangka

memperkenalkan pafing penting dari per-
bedaan prosedural, bal ini berguna uniuk
n!:mnklrknu kejuhatan d:ng:n cara. g

llan oleh para

Justice, vaitg konflik. Dalam banyak Keja-
Ttun, sutu orang telah dingikan, scomm
langsung atew tidak langsung, melalui tin-
dakan yang salah. Para pihak terluka me-
minta ganti rugi atas kenisakan inj salah.
Mereka mungkin ingin hukuman retribuif
atau mereka mungkin ingin restinusi atay
ganti rugt, tetapi datam hal baik, ada kan-
flik antora dua pihak atou ebib.

Sebuah fitur dan proscs resiorative
Justice odalah balwa pemangku kepenti-
ngan utama mewnkili Iim mmhi sdelL
Jika mereka

Rumy F. Sompie

konflik membunt argumen sendirf, mem.
perkenalkan fakia-fakis apa pun yang me-
reka rasa tidak relevan, mengekspresikan
perasaan mereks tentang materi, dan lain-
Tain, Idcabwya semus pemanghku kepenti-
ngan umma memnkan peran aktii dan
pantisipatf,

Adapun alasan untuk proses resios
rative justice adalul;

1), Proses ing dipandang schogai hal
yung lkebib cocok danpads proses
pidons komvensional uniuk menca-
pai tujubn restoratif, sg i
kan kerusakan, rekonsiliasi pihak
yung bertikol dan keselymatan pub-
lik.

2). Proses ini terfilat seperti memiliki
potensi untuk mencapal berbagal
twjuan |ain, temasok: meningkat-
kan peserta rasa keborhasilan priba-
di don kuasa, meninghkatkan ke-
mumpuan partai terkunch  dalam
kontlik untuk mengaku pibak lain,
dan meningkatkan msi percaya di-
i, kopasitas din  kecenderungan
anganta biasa dari masyamkat un-
tuk menyelesukan perselisthan me-
reka sendin dan menjaga ketertiban
mercka sendiri.

b. Pencapaian Tujosn Restoratii

Proscs restorative fustice yang diper-
lukan duimm rangks untuk mencapai hasil
restoratif. Ceh karena itu, jika setclah pe-
laku mengakul kejahatan mercka telah di-
tangani melall proses resforative fustice,
korban akan memilidd kesempaton untuk
menjelaskan kepada pars pelanggar bagui-
mang kefahutm it mempengambi hidup-
nya don din akan mampu mengungkapkan
perasamnnys tentang masalshnya,

Korban mungkin telab mendengar

p
menawarkan ape vang tampak seperti per-
miniaan maaf yang nlus,

Korban mungkin telah mendengar
pelaku dan menswerkannys unink memba-
yar kumpauau dan bekerja keras untuk

restorative justice, pihak-pihak ym:g ber-

P wang uniuk
Korban mungkin  telah mm:lmgar
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pelanggar meyakinkan korban bahwa me-
Teka tidak dendam dan bahwa mercka tidak
akan menycbabkan din kesulitan lehib lan-
ut.

! Menunjuk pada aspek keuntungan,
atm bahkan kebutuhan, dari proses reeie-
rative Justice untuk mencapai fujuan res-
toratif merupakan cary paling umurm untuk
mencari pembenaran proses lerschut, Na-
mun, melalui anggapan bahwa proses res-
torarive fustice adalah cars yang dnngm-
kan dalam i konflik &

pergunakan mediasi sebagal samnanyi

Merespon peluang untuk pemberda-
yasn don pengakuan, Deskripsi medinsi
pola restorative jusiice dalam prakicknya
menjudi upaya uniuk mengubah sccarn m-
dikal tujunn dan prakiik mediasi,

d. Peran masyarakat

Cin khas utama dan proses resford-
tive fustice adulah babws hal i melibat-
kan pemanghu kepentingan utama dalam

karcna memiliki pmml untuk menimbul-
kan pertumbuhan moral dan rasa komuni-
tas.

Proses restorative justice pad pan-
dungan ini, lebih disukai bukan hanya ka-
rena hal tersebut merupakan cara terbaik
umnk mcnnpa] l\ljllﬂll restorative sepeni

dan re-
a}f&mﬂ'mg lapd karena hiss menuai peluang
bagi | maral dan |
nan msvnrakar guna mercdam kenfTik ke-
jahatan.

Pencapaian tujian pendekatan berda-
sarkan restorative fustice, dijadikan landa-
san diskresi Penyidik Poln dalam menye-
Jesaikan tindak pidana terhadap pelaku ki
sus di Mesuji dun kasus Mbah Priok di Ja-
korta, Dengan melibatkan banyak pi
yang terkait kedua kasus tersebut, Penyidik
Polri berhasil menyelesaikan melalui pen-
dekatan berdusarkan rextorative fusiice.

I kanflik mercke sendiri. Dalam
pemebnau awal korban dan pelaku mediasi
kecendenmgannyn adalah untuk mengang-
gap bohws mereks merupakan  korban
langsung dan pelaku. Namun, banyak pi-
Bk yamg bersimpati techadap ide-ide resto-
rative juxiice yang muncu] dari percobaan
ini tetap dikritik oleh korban-pelaku medi-
asi karena terlnly pribadi dan karena gagal
melibatkan masvarakat,

Pada mulanya Penyidik Polr dalam
menyelesaikan tindak pidana techadap pe-
loky knsus di Mesuji dan kasus Mbah
Priok di Jokarta, melalu pendekatan berda-
sarkan restorative fustice kurang memper-
olch respon, karena dianggap minim meli-
batkan masyarakat, Karcna it salah sam
fiur penting yang sckamng termasuk da-
lam rubrik restorative fustice sepeni konfe-
rensi kelompok keluarga dan lingkaran
hukumaon adalah bahwa mercka melibat-
kan scjumlah besar dan lebib luas orang
atan tokeh masyarakat dalam proses seba-

A

e P moral i

Justice

Gerakan mediasi yang telah gugal
untuk memenuhi potensi mengubah orang
menjadi Jebib baik di tengah-tengah kon-
flik, hal tersebut potensial menciptakan
mediasi baru yang lebih potensial, sera

i dalam ikan konflik.

Pola restorative justice pada muls-
nya dipahami schagul scbush proses trans-
formatif, yang kemudian selama beberapa
dekade terakhir semakin dipahami dan di-
prakiekkan scbagai pola yang produkuf
dan proporsional dalam memecahkan kon-
flik dalam sustu peristiwa tindak pidana,
maupun konflik sosial lainnya, yang mem-

P

1] 3
¥ Meskipun gagasan melibatkan ma-
syarknt dalam proses dimans kenflik pi-
dana ditangani secara hati-hati (dalam me-
nyclesaikan tindak pidana terhadap pelaku
kasus di Mesuji dan kesus Mbah Prick di
Jakarta), pada akhimya, ala beberapa ide
yang teluh divsulkan untuk menump ke-
senjangan antara ideal dan akiualitas,

Ada dua alasan-alasan yang sangat
berbeda umuk partisipasi masyamkat da-
lam proses resiorative fustice dan ini se-
suai dengan pembenaran untuk partisipasi
korban dan pelaku dalam proses, Pertama,
bahwa masyarakar pelaku adalah entitas
yang paling kekuatan untuk mempengaruhi
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pelaku untuk memperbaiki kerusakan yang
dia telah babkan dan uniuk

diri dan perilaku anti-sesial lebih lanjut,
dan juga merupakan entitas yang dapat
memberikan  dukungan  vang pelanggar
periu dalam upaya mercka uniuk pergi lu-

Ry F. Sumaple

Lampung tepatnya i daceah register 45,
Konflik antara petani dengan swasta yaitu
PT Silva Inhutani memperebutian iahon
seluns 43000 hektare i kawasan rogister
45, Bahkan sempat tejudi kericuban yang

ahdnrs bk PR f

rus. Pendapal  Masyarakat,
sumber kunct untuk mencapat lilfllﬂll oS-
toratil. Kedua, bagaimana pun, melibatkan
masyarukat dalam penanganan koaflik ke-
Jjahatan antara anggotanya dipandang seba-
gai cara untuk memberdayakan masyvarnkat
dalam sesuatu mengembangkan kemampu-
an inheren untuk mengatur diri sendin.

. Analisa ferhadap penyelesalan findak

pidana melalui pendekatan Restorative
Justice
@, Konflik Agraria di Mesuji, Provinsi
Lampung
‘;d:ugalmw dikctahw babwn pera-
rmmn 1} yang

warga bt

F.akm—l’aku nampaknya telih menun-
jukkan absennya pegara dalam mengatasi
konflik agmra wiam petani dengan pe-
ngusaha, Sejutings Pemerintali yang mem-
prnyal otoritas dalam negara ind, mempu-
myai peran schagai penengah pibik-pihak
vang berkonflik serscbut. Dalem perkem-
bangan terakhic, kenflik agmria telah mplai
menzadi titik perhatian pemenntah, Berba-
gl usahn telah dilakukan alch pemerintah
salah satunya dibentuknya Tim Gabungan
Pencari Faktn dan DPR, akademisi, man-
pun ESM wang bermugas umtuk menelid
pcn\thzb lr_r;au.m}xl konflik dan juga
att fesi-rekiomendast

Ir.nlnug ptnznggulmgm tinddak puiunu
i di tndonzsia lebil mengg

l‘nﬂpml yung bersifat represif dun refrfbuti-

W, u-a]aupurn da.lum prakick lainmys tidak

illabok pe-

nyelession melalui pendckatan yang ber-

sifal restarative porsnanive scperti dalinn

penyclesann kisus Mesup,

Konflik, dalam masyarakal wurgs

Mesuji Lampung Tengah yang berkcpan-
jangan hal tersebut justiu bagi ¥

terkail penvelesaian masalah konfiik agra-
A tersehut

Prapat disimpulkan dalam kasis kon-
ik agrarin di Mesuji meripakan konflik
yung tesiadi antam dun kelas yastu kelas
Pengusaha {kapitalis) dengan kelas petani
memperebuikan lahan'tunal ¢ duerah Mc-
suji Lampung. Kooflik ini juga ndak ter-
lepay durt kebijakun pertanabun yang dila-
Joukan pemermntah di mass orde baru yang

Mesuji diharepkan peoyelesaian  secara
adat. Bogi Penyidik Pold hal tersebut me-
rupakan peluang mempergnnakan diskresi-
mya dengan pendekatan berdasarkan res-
farative fustice.

Dalam hal i, korban memainkan
peran yang ulama dalam proses penyele-
saian masalah dan dapar mengajukan nn-
witan sebagai kompensasi kepada pelaku
atau pihak P yang ingin mengisai tanih
warga Mesuji, Singkatnya, untuk mene-
kankan pendekaton yang seimbang antara
kepentingan pelaku, korbim kususnys war-
2 Mesuji dimana terdapat ianggungiawab
bersama antar poora pihak dalem memba-
ngun kembali sistem sosial di masyarakat,

Keadaan yang terjadi di - Mesuji,

dermg bersifal kapitalistik. Di sisi lain,
hal tersebur menimbulkon kerugian bagh
petant masyaakut sekitar yang benahun-
tahum mendinmi daerah tersebut dan telah
menganggap tanah terschut scbagai tanah
adat/imah denek moyang mercka. Dualis-
me hukom st Bokum adat dag bukum
Nasional fugs menjadi saluh satu penyebab
konilik sgraria di Mesuji, karenn masing-
masing piliak mengklaim labnn tersebut se-
sual hukum yang mercka pegeng. Namun
knreun N:gnra il merupakan Nq;um
K | jelas Hubkum Nasional kebih
didabmlukan daripada Hukum Adat
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002
tentang Polri, telah memberikan keweno-
ngnn kepads Polri antuk  monjalankan
fungw pencgakan lukum untuk menjiga

9%
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sisi lain, UL No. 2 Tahun 2002 juga mem-
herikan rusng bagi masyarakat moupun
elemen lain untuk berkoninbusi menjags
keamanan dan ketertiban dalam negeni In-
denesia, berupn polisi khusus, penyidik
PNS, maupun bentuk-bentuk pengamanan
swakarsa,
Dalum kontek kasus tersebut diskresi
Polet melalui pendekatan berdasarkan rex-
torative fustice, penyidik Polri melakukan
upayn melibatkan tokoh masyarakat, para
pejubal pemerintah dan pihak yang terkait
dalam peristiwa tersebut, yang akhimys
restarafive fustice berhasil me-
redam konilik di Mesuji Lampung Tengah,

b. Konflik Pemilikan Tanah “Makam
Mhbah Priok™ di Tanjung Priok, Ja-
karta Utara

Kronologi Peristiwa, berawal dan
persoalan sengketa lahun seluns 5.4 Ha
antara PT Pelindo 11 dengan Ahli Waris
makam "Mbah Priok®, vakni terkait ada-
nya dua bukti kepemilikan, Piluk PT, Pe-
lindo 11 dengan HPL Mo.l, sedangkan

Ahli Waris Makam Mbah Priok dengan

Verkla-ring/Bouwbewijs No. 1268/RB.

Dari aspek legalitas persengketaan dun

bukti kepemilikan belum adi key

hukum yang bersifal imkracht, yang
memberikan kepastinn hukum atas kepe-
milikan lahan tersebut. Akhimya peristi-
wa bentrok terschut memuncak pada har

Rabu tnggal 14 April 2010 yait pada

saat penertiban lahan eks TPU Dobo ku

ngurus makam “Mbah Prick™ nn Ali Zae-
nil Abidin bin Abdul Rabman Alaydrus
dan Abdullah bin Abdul Rahman Alaydrus
i arcal lahan makam cksTPU Dobo. La-
poran terschut dibuat atas dasar PT Pelindo
1l merupakan pemilik tanah yang sah ber-
desarkan HPL ne.l /Koja Utara Tahun
1987, Sebelum pembuatan laporan pihak
1 Pelindo 1l welah mengirimkan somasi
untuk mengosongkan lahan schanyak 2
{dhua) kali namun tidak diindahkan,

Dalam perkembangannya dani penyi-
dikan yang dilakukan, penyidik telah mela.
kulan pemeriksaan terhadap 17 orang sak-
si yamg terdin dart suksi pelapor, pihak PT
JICT, Badun Pertanahan Negara Jakarta
Ueara, Lurah Koja Utars, masyarakat seki-
tar makam, jamaah makam, seria keluarga

pihak makam,
Analisa dori fakis fersebut seria
mempertimbangkan dan dani

insiden 14 April tabun 2010, bahwa lang-
kah penegakan hukum atau atumn yang
bersifat represif dan koersif dinilai kurang
tepat didalam menghadapi permasalohun
yang berlatur belakung keyakinan dan ke-
percayaan,

Berdasarka fakta sosiologis, kedu-
dukan Polres Pelabuban Tanjuny Priok se-
bagai penanggungjawsh  keamanan i
lingkungan Pelubuhan Tanjung Prick di-
tuntut untuk dapat mengoptimalkan fungsi
vang dimiliki dalam rangka menyelesai-
kan permasalaban konflik makam “Mbah
Prick”: Tekanan terhadap urgensinys per-
musalahan tersebut untuk dituntaskan da-

wasan PT Ftlmdn II. yang
d ksi Gub DKI Ja-
karta No.132 th 2009,

Sejak peristiwa tersebut, proses
mediasi yang tidak konjung berhasil se-
jak tahun 2010, Di lain pibak proses
pembangunan yang terus kian

lilak pat dipahami dan dimaklumi schagai kon-
sekuensi logis dan dampak yang akan di-
i hadap aspek

pembangunan nasional.

Menyikapi hal tersehut, schagai ha-
pian dan perangkat aparatur pemerinia-
han, keberad Polres Pelabuh Tan-

memhust PT Pelindo 1T mengambil lang-
kah pencgakan hukum kemwbali, yaiw de-
ngan membuat Laporan Polisi pada tanggal
5 Jum 2012 kepada Polres Pelabuban Tan-
Jung Priok terkait tindak pidana pasal 167
dan 385 KUHP vailu menduduki lahan
tanpa hak yang dilakukan oleh pihak pe-

Jjung Priok harus memiliki andil didalom

memberikan manfaat terhadap kepenti-

n,gnn L I:huaumyl ke!m:n.ran pmses
di i

Tau;lms Priok, salah samnya mclulm upa-

ya penyelesainn  permasalaban  makam

"Mbah Prick™. Hal inipun dapat dinilai se-
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bagai sebuah "tantangan® menyangkut ek-
sistensi institusi Kepolisian dalam tataran
hubungan inter departemen didalam komu-
nitas Pelabuban Tanjung Priok.

Dalum  perkembungannya,  strategi
upays penyelesaian sengketa lohan makam
“Mbah Priok™ yang dilakukan oleh Polres
Pelabuhan Tanjung Priok yakni dengan
menggunakan 2 (dus) metode pendekatan,
yait pertama pendekatan pencgakan hu-
kum dan kedun pendekatan dialogis,

Analisa dari kondisi terscbut pihok
Polres Pelabuban Tanjung Priok
scpenubinys bahwa langkah pmcgakm hu-
kum dalam permasalahan ini memiliki ba-
tasan, yang apabila dipaksakan untuk tetap
bcr:a]an diprediksi akan mengancim lld.uk

judnya hasil
ImrrL klmmsnyz chdulm mc!l]m slab:lllns

di

finghumgzan Pchbuhm Tanjung Priok. Hal
ini tentunya bertoluk belakang terhadap
pencapaian tugas pokok Kepolisian khu-
susnya sebagai pemelihare keamanon don
lectertibon masyarakat.

Oleh karena i, Polres Pelabuh

Ramuy F. Sampie

mudah dilakokan, namun dengan scnanti-
asa menggelorkan semangal untuk me-
nyelesaikan pcnnamulahan. rasa  saling

I i serta tidak h ranah
permalxn yong menjadi persengketzan se-
Inma ini thak kepemilikan dan keyakinan/
yaan) akhimya kedua belah pihak
sepakal untuk mengambil jalan tengah
yang terbaik guns menyelesaikan perma-
salaban ini.

i

. Amnalisa hukum kasos tindak pidana
terkait lahan makam Mbah Priok

Bahwa upaya pendekatan sosiolo-
gis teshadep para piluk  secar dialogis
melalui pendekatan restoratif vang dilaku-
kan olch Polri termynta berhasil secara da-
mai.

Babwn pendckatan yang dilakukan
Polri, pada dasarnys merupakan langkah
kongkrit tindakan hukwm “Diskresi™ Polri
sesuai ketenmuan Pasal 7 Avat 1 (D)
KUHAP. Hal tersebut merupakan bagian
dari “tindakan hukum™ dalam penegakan
I:uku.m Lunia dipadukan dcu;,un upaya pe-

Tanjung Priock mengakselerssi pendeka-
tan dislogis schagai ujung tombak dalam
upaya penyelessian permasalahunnya. Pen-
dekatan dinlogis atau saft power menge-
depankan strategi koordinasi don kemuni-
kasi kepada kedun belah pihak sert pibak
terkait Ininmyn dnlom konteks kemitraan
guna mengarshkan kepada pencapaian ja-
lan terbaik wntuk semua pihak.

Kesepakatan Damai

Tindakan hukum diskresi Polri yang
dilakukan, vakni upayn mediasi para pi-
hak yang dilakukan oleh Tim Kerja Polres
Pelabuban Tanjung Priok. Pelaksanzan
tersebut dilakukon sejak tanggal 12 Juni
2013 sampai tanggal 19 Juni 2013, Dari
aspek soiologis dan psyikologis tenggak
wakiu tersehut merupakan titik kritis dan
upaya penyelesainn permasalahan makam
“Mbah Priok®.

Mengambil peran sebagai "pihak ke-
tiga” dengan mempertemukan kedua belah
pihak yang bersengketa bukanlah hal yang

rhan konsep "Ry
Justiee”. Adopun upaya “Dislogis yang
berakhir Damai™, hal tersebul merupakan
upaya Palr yang dapat dikatogorikon ber-
hasil meyakinkan para pihak.

Bahwa, keherhasilan upaya meresto-
rasi para pihak yang terkait peristiwa Priok
tersebut, namun termynta tiduk dopat meng-
hentikan upaya pencgakan hukuoy, karena
penstiwa hukummyn bukanlah “tindak pi-
dana sdusn”. Antinya, keberhasilan diskre-
31 Polri menjadi medintor restorasi kasus,
hanys dapat meng hasilkan “Upaya Da-
mai”, tetapl  tidak secarn olomatis dapat
menghentikan kasus.

Bahwa, dalom kasus Priok guna pe-
nyclesman yang ideal yaitu apabila peng-
gunaen Diskresi Polri berdasarkan Resto-
rative Justice dapat menyelesaikan doa as-
pek, vekni penyelesaian secam soivlogis
(dialogis, damai) senta penyelcsaian pene-
gakan hukum dengan cara SP-3 yang dila-
kukan oleh Polres Pelabuhan Tanjung
Priok Jukarta Utara.

Bahwa untuk peneebitan SP-3 oleh
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Polres Pelububan Tanjung Priok Jakaris
Utara dalam suatu peristiwa hukum pidana,
dasar hukumnya, bahwa peristiwa yang di-
sangkukan harus dikatagorikan Tidak Cu-
fup Bukti (TCB). Jika suain peristiwa pi-
dang TCB, maka berdasarkan Pasal 109
KUHAP, kasus tersebut harus di SP-3 oleh
penyidik Polri.

Bahwa guna melakukan nndakan hu-
Y Diskresi Polri berdasarkan Restorati-
ve Justice, seperti dulam kasus Priok secara
tuntas, agar tidak terjadi beban hutang “pe-
negakan hukum®, idealnya, setelah upaya
dialogis “Thamai™ berhasil, pihak “PELA-
POR™ mencabut laporannya. Kemudion pi-
Thak Peayidik Polr, diberi “Dasar Hukum”
puma melegitimasi untuk melakukan “TIN-
DAKAN HUKUM™ berupa  membuat
“BAP TAMBAHAN", yang isinys, bahwa
"SAKSI, KORBAN, TERSANGKA™ telah
mencabut ketermgannys. Atas BAP Tam-
huhan tersebul Penyidik Polri mengeluar-
kan SP-3, Dengan demikion pihak penyi-
dik tidak dipersalahkan mengeluarkan SP-
3 terhadap peristiwn pidann yang klasifi-
kasinya” Tindak Pidana Aduan”,

Dari analisa tersebut dapat di 1]

lahan. Oleh karena it berbagai altematif

pendekatan penyel permasulaban ini

menjadi hal yang harus dikelols dengan

tepot, sehinggn meocapal tujuan yang di-
fan.

Implikasi lebih jouh duri kesadaren
perspektil permasalahan aduloh menem-
patkan hukum sebagai schuah gejala so-
sial, Pengertiwnmyn, hokum bukan "harga
muti" yang dipandang sakral bagi penye-
lesaian persoalan  kemasyarakatan atan
konflik sosial. Hukum sebagm genls so-
sial disebul sebagai "hukum yang hidup™.
Istilah “hokum yang hidup® ini uniuk
menggambarkan pela perilaku aktual do-
lam masyarakat. Balwa setisp aspek atsy
clemen dalam masyamkal dan institusi
yang menjalankan komrol sosinl adalah
aspek vang bersiful “logal®. Dengan sendi-
rinya secara substantil menghindarkan de-
fimisi hukum yang selalu terkait dengan pe-
merintah stau negars, Menempatian hu
kum schagai “proses yang bergerak” sccara
substamtil berarti juga memposisikan mem-
bagi beban kerja Kepolisian ke masyambkat
(responyibility-shaved). Akhir dori proses

kin bahwa dalam mewujudkan diskresi
Paolri berdasarkan Restorative Justice ter-
hadap peloku tindak piduns umum diperiu-
kan dasar hukum guna melegitimasi tinda-
kan dan upaya hukumnyn. Dengan demiki-
an Polni dapat melnkukon tndakan hukum
guna kepentingan masyarakat hukum sera

kepastian hukum tanps melanggar hukum.

. Komitmen Polri Melalul Pendeka-
tan Restorative Justice

Dipahami oleh jajaran Polres Pela-
buhan Tanjung Priok, bahwa permesala-
han makam “Mbah Priok" dengan segala
dinumikanya yang terjadi merupakan si-
fah satu bentuk kontlik sosial dmgnn Lm.m-
heLnkn.ug yang bersifat multi di

m F relasi yang sinergis nnm
institusi Kepolisian dengan el

di dalam masyarakal yang secam Funp'm-
nal memernkan tugas yang sama. Proses
tersehit b‘.ram ])cnglnmn pada sist Iegm
masi Kepoli k pola p

dalam ml:laknlam diskresi berdusnrkm res-
torative frstice.

Menempatkan hukum sebagai gejala
sosial memberikan implikast pada dus di-
migns: secara sekaligus bagi Kepolisian do-
lnm merespon konflik.

Pertama, menempatkan hukum se-
bagai gejala sosial beranti cenderung mem-
berikan cara pandang kritis terhadap hu-
kum scbagai alat penyclesaian persoalun.
Pada anp:k t:r.s:bu: memperjelas bahwa

g1 sejarah p dengan
melt‘bﬂ.km banyak pi'hlk 'yans memiliki
beragam latar belakang kepentingan, me-
ngakibatkan tidak
saian dari permasalahan ulama da]um ka-
sus makam “Mbah Priok” yaitu sengketa

resmi
)'ung dikonstruks) negars. Hubungan kelu-
asan diskresi Kepolisian dengan tradisi sis-
tem hukum yang "legalistik” bersifat terba-
lik. Keketatan terhadap penggunaan instru-
men hukum (Il:guhsuk) bagi penyelesaian
konflik dalum masyarakat berarti memper-
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sempit roang diskresi i seodin, Sempii-
oy ruang diskresi Kepolisian berari puls

tafsir bagi Kepolisian dalam
rrelakukan tindakan hukum,

Kedun, menempatkan bukum seba-
goi geiela sosial berarti jugs mcmpercaya
udunys mekanisime vnng bakerja -Lln!w:

kat dalam k

Aanay . Sewple

bersilm subjeknl dan sanga) siusstonal, dan
imi memerlukon landasan hukum yang togas
agar tendapal kepastian hukum, bak bagi pe-
myidik mawpun bagi mosyarakat.

Ketign, Kepolisian diladapi oleli berba:

gni Mulai dari keterh -
'bcn,lnvu in!rtllul dengan  kompleksims tugas
uniuk i keber-

komflik. ftu.rumiwjuﬂm'm!wl! dlitaky-
kan oleh Polres Pelabuban Tanjung Priok

hawlln tuguseiya hargs merubul strategi dan
tindakan kepalisan, yam dengan mengaktit-

dengan solosi “F
Pendekatan dialogi= bisa merupukan bagi-
an dan rextorative fustice,

Pendekatan restorative fustice me-
rupakan upaya hukum di luar pengadilan,
prinsip tindakannya diarshkon pada pemu-
Tihan hubungen pihak-plhak vang terlibar
dalam konflik, asas yang dijunjung dolam
proses tersebut adalah pads reintegrasi so-
sial enri pelaku pelanggzrmn masyarakat
yang mengalami konflik (lermasuk kija-
hatan) dan, perbaikan material dan simbo-
Iis terhadap korban dan masyarakot

3. Faktor Penghambat Dalum P

kan antara K.epolisian dan masyam-
kst dalam menyelessikan kejahitan dan masa-
Inls sosial yang timbul, Hubungan kegjasama
amtara Polisl dengan masyamknt harus diba-
ngun sedemikinn rupa, sehingga tercipta hu-
bungan yang ideal, walsupun pada keoyatain-
nya hubungan tersebint sangat dipengarihi olel
koodisi musyoraknt, strukir organisasi, don
fungsi tugas Kepolisian

Keempat, lisnys diskresi membuku pes
Toang wntok ponyaluhguna WEWEHATTE dun
pelanggaran. Hal ini jelas perlu diantisipasi de-
ngin penganiran yang tehih rinet, lmitanf, dan
memiliki wiok ukue yang obyektil umuk me-

Diskresi Polri

Diskresi yang dilakukan dalam mena-
ngani berbagm musalah atou pelanggaran ha-
ke tiddak s aturen ston batasan vany jelis,
schingga sering menyimpang dan ketentuan
atau prinsip dan diskresi

Pertama, dalam pelaksanaon diskresi
yang dilakukan oleh polisi adalah bersifat in-
dividual oleh petugas polisi di I&p&nyn d-all
yang menjadi dasar adalah apa yang di hi

nilai bag aparat penicgak hukum temn-
tama Kepolisian hanis menjalankan tugas dan
WeWEnangnya

Kolima, selmma i diskres) apami pene-
gk hukum masih besar dan belum disermal
tolok ukur yang obyektil dalam peinksanaan-
nya. Hal ini dapat dilihat misalnye dalom dis-
feresi yang luas dan subyektif bagi Penyelidik'
Penyidik/Penuntut Umum/Hakim untuk me-
nigartikan “hukn yang cukup. sda kekhawati-

ran kan dir), atan

atau dimengerti oleh petugas di | yang
benar.

Kedua merupakan kebijaksanasn dan
Buokiasi yang berlaku, dan menjadi pedoman
dalam melakukan tindakon diskresi dalam or-
ganisasi. Pelaksanaan bukum sccarn solckuf
mrupikan bmmlr dl&km; hlmkﬂ'ﬁﬁl dimann
hn prioritas onganisasi !uepudl pam pelugas m
lapangen. Ditinjeu dari aspek hukum pidunn
formal, tindakan Polisi untuk mengesamping-
kan perkara pidana tiduk bisa dibenarkan be-
gitn saja, karena sifot hukom pidona veng tak
kenol kompromi, olasan-alasan so-
siologis yang binsa digunokan dalam prakiek,

hilangkan alar bukii han”, sebagai
dasar penahiman tersangha atau terdakwa,

V. PENUTUP

A kesimpulan
I, Konsop diskresi Polri terhadap pelaku
tindak pidenp berdpsarkan restorative
Susthce alalah dengan cars mellkulun
fi Polri berk
diskresi yung telah distar dalum pasal 7
ayar (1) buruf § KUHAT dan pasal 16
dan pasal 18 Undang-Lindang Nomor 2
Talum 2002. Keberanian Penyidik Polri
untuk mengumbil kepummsan melabo-

Ri]



Jurmal Lew Libvam, Val I, No. 2, Juni 2011, kal. 81 - 101

kan diskresi Polr terhadap pelaku tin-
dak pidana hars berdasarkan restorati-
vee jusriee hukan untuk kepentingan pri-
badi. Tujuannya untuk pemuliban kor-
ban.

. Perhunya diskresi Polr terhadup pelaku

tindak pidana berdasarkan restorative
Jjustice dikarenakan belum ada dasar
hukum penmdang-undangan vang me-
legitimasi tindakan hukum penyelesai-
an proses penyidikan tindak pidana me-
lalui pendekatan restorative justice,
meskipun  memberikan  kemanfaatan
bagi keadilan masyarakal, diantaranya
dengan penanganan konflik kejahatan,
pencapaian tujuan restorative, pengem-
bangan moral dan kekuatan masyambat
serta adanya peran masyarakst. Oleh
fearena ity diskresi Polr diperlukan nn-
fuk melakukan penyelesaian sebuah
proses penyidikan tindsk pidana mnpa
melnlui sidang pengadilan dengan pen-
dekatan restorative fustice. Dengan de-
mikisn peyidik Polri harus  berani
menggunakan  kewenangan  diskresi
Polri untuk memberikan rasa keadilan
yang substantif melalul  pendekaran
restoratif fustive dalam mencari solusi
cerdns terhidap penyelesaian  proses
penyidikan yang dianggap selcsai oleh
korban dan pelaku melalui sebuah per-
damaian.

. Strategi diskresi Polri l=r|mdap rh:tukn

nganan kasus tindak piduns ringan
Tainnys yang dilakukan restorative
Jusitice di tingkat pengadilan.

b, Strategi Diskresi  Polri d-!llsﬂll

kan prinsip

kan  pemulihan dan pen]aullml
sanksi  bersifat memulihkan
menjaithi sanksi pemenjaraan, dlln-
kukan terhadap kasus-kasus yang
berdampak  besar dan lues scrin
membumhkan peran serta pemerin-
tah dacrah maupun pemerintah pu-
=it dalam penyelesaian permasala-
han pokok dan mendapatkan perda-
maian antars pihak pelaku maupun
korban. Contohnys adalah: penye-
lesaian kasus Mesuji di Lampung
dan penyelesaian kasus Mbah Priok
di Jukarta Utara,

B. Saran

[

Masyaraknt perlu dilibatkan  melalui
ransparansi penerapan Diskresi Polri,
Medin massa dapat menjadi penguat
wansparansi pencrapan Dhskres: Poiri,
sekaligus memperkuat kultur  hukum
untuk  mendukung  realisasi Diskresi
Polri terhadap pelaku tindak pidanas
berdasarkan Restorative Justice.

. Perlu kesamaan cara berpikir antara Pe-

nyidik Polri, Jaksa Penunnt Umum
dan Hakim 1entang pentingnyn Diskresi
Puln tethadap pelaku tindak pidana

tindak pidana b

Jfrstice ado dia, yaibu:

o Stategi  diskresi pold  dengun
menggunakan  prinsip  permulihan
dan bukan penghukuman, sehingga
dizkresi Pobr yang dilakukan harus
herdasarkan  pertimbangan  bahwa
pemulihan korban yang melibatkan
pelaku telah mendapatian  perda-
maian diantara korban dan pelaku.
Contohmnya ndalal: penanganan ka-
sus pencurian helssan tandan pi-
sang di Cilacap, kasus nenek Ras-
minah yang ditudull mencuni piring
dan bahan baku sop manjikanya,
kasus pencurian Kakao oleh nenck
Aminah di Purwokerto dan pena-

jrstice. Dengan
demikian Penyidik Polri dapat menc-
rapkan Diskresi Polri secara bertang-
gung jawab dalum pengawasan yang
melekat.

- Perlu memperkuat penerpan R dalam

KUHAP yang baru, Sementara RJ be-
lum diatur secar jelas selain Undang-
Undang Perlindungen Anak, maka pe-
nerapan diskresi Polri terhadap Pelaku
tinduk pidana berdosarkan RJ harus
menjadi peluang untuk  memberikan
keadilan substantil dalam proses penyi-
dikan oleh penyidik Polri.

ntuk  memperkecil  perbedaan
\lnl d.B‘.H misi penerapan diskresi l!ch

fve justice dit
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kan dengan sistem peradilan pidana pa-

da umumnya maks dipedukan tinda-

kan-tindakan berikut,

. Sosinlises mengenni dampisk posi-
tif pencrapan diskrest berdasarkan
restarative justics dalam penyele-
saien tindak pidann sebagai altemn-
tif dan sistem  peradilan - pidana
W b

b, Himbauan dan dorongan tethadep
pars. penegak bk agar dirinys
berinisiatil stan berprikarsa unmk
penerapan diskresi berdasarkan res-
torative justice di dalam penyele-

satun suany Undak pudana
kan kewenangan diskresi yang di-
milikinya.

. Penggalangan dan penyedinan dang

pembiaynan untuk pencrapan im-

proyek-proyek  percobuan fpitar
project) baik dalam liogkup tindak
pidana anak-anak atau remaja, de-
wiesa maupun terhedap tindak pida-
na komporas dengan melibatkan pa-
ra aparat pencgak bukmm, kaum
akademisi, pelaky, korban, dan ma-
syarakal luas.
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